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sebesar Rp 1,3 miliar lebih. Pe-
ngelolaan dan pertanggungjawa-
ban dana bantuan operasional
sekolah (BOS) pada lima satuan
pendidikan tidak sesuai ketentu-
an sebesar Rp 1,1 miliar.

Kemudian juga soal realisasi
belanja modal gedung dan ba-
ngunan pada sepuluh perangkat
daerah tidak sepenuhnya sesuai
spesifikasi kontrak dan keter-
lambatan pelaksanaan belum
dikenakan denda keterlamba-
tan Rp 2,8 miliar. Termasuk ad-
ministrasi pengelolaan aset tetap
belum sepenuhnya memadai.

Atas persoalan tersebut,
DPRD Provinsi Banten mende-
sak Pemprov Banten segera
menindaklanjuti temuan terse-
but dan diharapkan selesai se-
belum batas waktu maksimal
untuk tindak lanjut temuan.
"Saya kira lebih cepat lebih baik,
tentu itu menjadi bagian yang
dikomitmenkan dalam rencana
aksi," tuturnya.

Tidak hanya mendesak,

DPRD Provinsi Banten juga
merekomendasikan agar Pem-
prov Banten terus memperbai-
ki tata kelola keuangan. "DPRD
merekomendasi beberapa hal
yang pertama, adalah bagaima-
na terus dilakukan penguatan,
sinkronisasi tata kelola keua-
ngan dengan baik," ujarnya.

Menurut dia, ketaatan ter-
hadap temuan BPK atas LKPD
Provinsi  Banten tahun
anggaran 2023 menjadi pen-
ting. Sehingga raihan opini
WTP yang didapat Pemprov
Banten tidak tercoreng.
"Kepatuhan dan ketaatan ini
menjadi salah satu bagian yang
harus dikonsolidasikan di selu-
ruh OPD, agar senantiasa
WTP," katanya.

Menurut dia, semua organissi
perangkat daerah (OPD) Pem-
prov Banten terus melakukan ko-
ordinasi, termasuk dengan DPRD
Provinsi Banten sebagai mitra ker-
ja dalam menjalankan program
kerja. "Bagaimana proses

(Sambungan dari halaman 1)

kesinambungan antara OPD dan
mitra kerja dalam hal ini DPRD
bisa bersama-sama sinkronisasi
dan melaksanakan terhadap apa
yang menjadi bagian atas dasar
rekom dan catatan LHP BPKRL,"
tuturnya.

Ia berharap tata kelola keuan-
gan Pemprov Banten terus se-
makin baik. "Saya kira satu pros-
es tata kelola keuangan yang
baik di Provinsi Banten ini terus
disempurnakan dengan baik
agar senantiasa bahwa Provin-
si Banten mampu dan WTP bisa
menjadi dasar tata kelola keuan-
gan yang baik," katanya.

Untuk diketahui, Persoalan
temuan BPK atas LKPD Provin-
si Banten tahun anggaran 2023
itu juga sempat dikonfirmasi
Kabar Banten ke Plt In-
spektur Daerah Provinsi Ban-
ten Usman Asshiddiqi Qohara
pada Senin (22/4/2024). Na-
mun, Usman irit bicara. Ia
hanya berkata sudah dikoordi-
nasikan. (Irfan Muntaha)***




